SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 949 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

Menimbang : @ bahwa dalam rangla meningkatkan kinerja dan
efektifitas pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal,
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 13 Tshun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah MNomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal serta dalam rangka pclaksanaan
kebijakan Penyederhanaan Birckrasi maka perlu
dilalukan penyesuaian kelembagaan Perangkat Daerah
pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang
keuangan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undanp-Undang Nomor 9 Tahun 1963
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil MNegara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran MNegara Republile
Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor S587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambeahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 637 3);

Peraturan Pemerintzh Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan BMulai Berlakunyva Undang-Undang 19350
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentulkan
Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah [stimewa Yogyakarts;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 lentang
perluasan Kotamadya Daergh Tingkat I Semarang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomeor 25, Tambahan Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [(Lembaran MNepara Republik
Indonesia Tashun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor Y2 Tabun 2019  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah NMomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 tentang
Mangjemen Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayesgunean Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penvetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyvederhanaan Birokras: [(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nemor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
[Lembaran dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2016
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Menetapkan

1%

Nomor & Seri E No. 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Kendal (Lembaran  daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSL, SEETA
TATA KERJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANUAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ¢
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kendal.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris  Daerah
Kabupaten Kendal.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal,

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

7. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawal
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekeria
pada instansi pemerintah.

8, Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya discbut FPNS
adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan digngkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau
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diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

9. Jabatan Fungsional adalah selelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu,

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

11. 8ub Keordinator adalah PNS wyang dibenkan tugas
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Seloretaris / Koardinator dalam rRenyusLn
perencanaan, pelaksanasn  dan  pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pada unit kerjanys sesuai lingkup tugas dan
fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat
Dacrah.

12, Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki
senioritas dari aspek kepangkatan dan mempunyal
kornpetensi untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat
Daerah  untuk  diberikan  tugas  membantu

Sckretaris/Kepala Bidang/Kepala
Bagian/Koordinator pada wunit kerjanya dalam
Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, secria
pelaporan kegiatan linglup tugas dan fungsinya.

BAR I
KEDUDUEAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan rmerupakan unsur penunjang  uUrusan
pemerintahan daerzh di bidang keuangsn yang
menjadi kewenangan Dacrah,

(2} Badan dipimpin oleh Kepala DBadan yang
berkedudulkan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas
Paszal 3

Badan  mempunyai tugas  membantu Bupat
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang keuangan;



b.

(1)

(2

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang keuangan;

pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kebijalkan di bidang keuangan;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
keuangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang keuangan;

pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan;
dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain vang diberikan
cleh Bupati di bidang keuangan.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISAS] BADAN

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan terdini atas ;
i, Kepala Badan;

Sekretariat;

o

¢. Bidang Anggaran;

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi;
e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan Organisasi Badan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bapgian Kesatu
Kepala Badan

Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Badan
scbagpimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurul a
mempunyai rincian tugas :

(=

merumuskan dan menetapkan rencana dan program

kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya secbhagal pedoman pelaksanaen tugas;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis gpuna kelancaran pelaksanaan

tugas;



i,

(5]

menyelenggarakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horisontal guna
zinlronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

. merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan di Daerah sesual

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menelaah dan  mengkaji  peraturan  perundang-
undangan di bidang keuangan sebagai bahan
perumusan  kebijakan teknis scrta  pedoman
pelaksanaan tugas,;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang keuangan sesuai
peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan
mencapai target yvang telah ditetapkan;

menyclenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan
inovasi di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan guna peningkatan
knalitas kerja;

menerapkan Standar Operasional Prosedur [SOF)
dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan
agar diperaleh hasil kerja yang optimal;

menyelenggarakan penyuUsSUnan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah;

menyvelengparakan  penyusunan  laporan-laporan
keuangan dacral;

menyelenggarakan pengelolaan asct daerah;

menyelenggarakan sistem informasi dan data di
bidang kenangan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakan tindak lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupat baik
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas
dan transparansi;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawail dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pcmberian penghargaan dan sanksi;

menyampaikan saran dan perumbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian apar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan funpgsi unit
kerjanya.



Bagian Kedua
Belkretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelelagn dan fasilitas: kegiatan di
bidang perencanaan, cvaluasi, pelaporan, umum,
kepegawsian, dan keuangan.

{3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sekretariat mempunyai lungsi :

A. perumusan kebijakan teknis di bidang
kesckretariaian;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan  kegiatan
kesekretariatan;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
kegiatan kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan
kegselretariatan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepiatan
kesckretariatan; dan

. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas,

(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan avat (3], Sekretans
mempunyail rincian tugas :

a4, menyusun rencana  dan  program  kegiatan
Sekretarial berdasarkan peraturan  perundang-
undangan dan hasil evaluasi kepiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan melalui
pengkajian  permasalahan dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan sfisicn;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis puna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

4]
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menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menylapkan konscp kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas wyang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, s1508m
informasi, keuangan, administrast umum,
kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Badan;

mengoordinasikan dan menyiapkan  konsep
Rencana Kegiatan dan Anggaran [RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA] serta perubahan
anggaran scsuai ketentuan dan plafon anggaran
vang ditetapkan;

mengoordinasikan  dan  menyiapkan  konsep
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama
(IKU), Perjanjian Kinerja (PK] dan jenis dokumen
perencanaan lainnya sesual dengan ketentuan
yang berlakuy;

mengoordinasikan  dan  menyiapkan konsep
Laporan Keterangan Pertangoungjawaban Bupati
(LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemenntah
(LKjIP}, Ewaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemenintah
(SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)
dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan
ketentuan yvang berlala;

mengelola sistern informasi dan data Badan
scsual dengan ketentuan yang berlaku agar
diperaleh efektivitas dan ehsiensi pelaksanaan
kegiatan;

menyelenggarakan pelayanan administrasi
umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan,
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan,
dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan,
pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan,
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tctap, scria
fagilitasi kegiatan Trapat dan penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Badan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masyvarakat,
standar pelayanan =erta pengusulan formasi
kebutuhan pepawai Badan;

. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian fungsi-fungsi manajermen



(1)

(2]

(3

(4]

1]

administrasi perkantoran agar  terwujud
pelayvanan prima;

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebyakan
tindale lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
lkarir, pemberian penghargaan dan sanlksi;

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan
kebijakan berikutnya;

r. menvampaikan saran dan pertimbangan Kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
lkajian apar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
dan optimal serta untuk  menghindari
penyimpangan; dan

a. melaksanaken tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya..

Pagal 8

Susunan  Organisasi  Sekretariat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huraf b, terdiri
atas |

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan,

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian
yvang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui
Sekretaris.

Sub koordinator sebagaimena dimaksud pada avat
(2] mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal &

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a, mempunyai tugas melaksanakan schagan tugas
Sekretaris dalam penviapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan [asilitasi
kegiatan di bidang administrasi umum,
ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan,
kearsipan, dekumentasi, perlengkapan, pengeloiaan

1
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barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis
jabatan dan budaya kerja.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud

pada. ayalt (2], Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyal rincian tugas ;

=

menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bagian Umum dan «Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan rmelalul
pengkajian permasalahan  dan peraturan
perundang-undangan agar peclaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan

dan kompetensinya serta membernikan arahan
baik. secara lisan  maupun  tertulis  guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan menglaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
menyiapkan bahan penyusunan petunjul teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan Naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya pguna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. melaksanakan layanan kegiatan sural menyurat,

perlengkapan,  ketatalaksanasn,  kehumasan,
dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta
pengelolaan asct tetap dan aset tidak tetap;

mcmfasilitasi penyusunan analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya
kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelavanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawai Badan sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan;

merencanakan, memproses dan  melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan
Badan serta mengusulkan penghapusan aset
tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan
sesual dengan peraturan perundang-undangar;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan
Layanan Pengadaan Secara Elektromk (LPSE)
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Badan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan

pelaporan, aset semesieran dan tahunan untuk



(1]

11

tertib administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset
tidale tetap agar dapat digunakan optimal;

. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan  berkala serla
memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh
pegawai  Badan  guna  terciptanya  tertib
administrasi kepegawaian;

T

menyiapkan bahan dan memproses usulan
kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/ pensiun, pembuatan leartu
suamifisteri, tabungan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
idiklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya;

n. melaksanakan urusan ramah tangga  scria
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun pencrimaan
kunjungan tamu Badan;

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar lercipta
lingkungan kantor yang tertiby, bersih, aman dan
TLYAITIAN,

p. menyviapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub
Bapgian Umum dan Kepegawaian;

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bapian Umum dan Kepegawaian dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindalk lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilalku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargasn dan sanksi;

s, menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar Kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindan penyimpangan,; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain dari punpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran

Pasgal 10

Bidang Anggaran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avatl (1] huruf ¢ dipimpin olech Kepala Bidang

o
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vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam
perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
dan fasilitasi kegiatan di bidang anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a, perumusan  kebijakan teknis  di bidang
pengelolaan perencanaan  dan | peEnyusunan
angEaran;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan
perencanaan dan penyusunan anggaran;

¢c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
perencanaarn dan penyusunan anggaran;

d. pengelolaan dan fasilitasi perencanaan dan
penyusunan anggaran;

e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
perencanaan dan penyusunan anggaran; dan

[, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Anggaran mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan  program kegiatan
Bidang Anggaran  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan  hasil  evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelakzanaan tugas;

b. menjabarkan perintah  pimpinan  melalui
pengkajian  permasalahan  dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan (ugas
berjalan efektil dan efisien;

¢, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan [Ugas,

d, melaksanakan koordinasi dan  konsultasi
internal  di  lingkungan  Badan  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan menglkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebaga
bahan atau pedoman untuk melaksanakan
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kegiatan,;

menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan dan penganggaran pendapatan dan
belanja daerah, serta analisis kebijjakan dan
evaluasi anggaran;

menyusun petunjuk teknis pembinaan di bidang
perencanaan ANggaran, penyusunan anggaran,
serta analisis dan evaluasi anggaran;

membina dan mengarahkan penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan - anggaran,
penyusunan anggaran, serta analisiz  dan
evaluas] anggaran;

memantau dan mengendalikan kegiatan  di
bidang perencanaan anggaran, penyusunan
anggaran, serta analisis dan evaluasi anggaran;

menvusun konsep Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA
dan  PPAS}  Perangkat Daerah  beserta
perubahannya;

mengarahkan penghitungan bagi hasil pajak dan
retribusi dalam rangka PeEnyLUSUNAD
perencanaan anggaran daerah;

mengarahkan kegiatan perjagaan dan
pengamanan Serta  pengintegrasian  sistem
informasi keuangan daerah dengan sistem
informasi lainnya $esuai  ketentuan  yang
berlalo;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur (SOF) kegiatan
Bidang Anggaran;

memantau dan mengendalikan kegiatan di
bidang perencanasn anggaran, penyusunan
anggaran, serta analisis dan cvaluasi anggaran;

meclaksanakan pemantauan  dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang
telahh  disusun untuk bahan laporan dan
kebijalkan tindak lanjurt;

mengevaluasi dan  menilai  prestasi  kerja
bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawa:
dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas dan
trangparansi pelaksanaan Kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan  baik  lisan  maupun  tertulis
berdasarkan leajian agar kegiatan berjalan lancar
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serta untuk menghindari penyimpangan; dan

5. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah pimpinan.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Bidang Anggaran sebagaimana

(2]

()

(4

(1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, terdin
atas

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
Sub Bidang Penyusunan Anggaran,

¢. Sub Koordinator Analisis Kehijakan dan Evaluasi
Anggaran.
Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1
huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.
Sub koordinator sebagaimana dimalksud pada ayat
(1) huruf e bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Kepala Bidang Anggaran,
Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Pasal 12

Kepala Sub Bidang Perencanaan  Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [1} huraf
a, mempunyai tugas melaksanakan sebagman tugas
Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan
anggaran,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud
pada avat (1), Kepala Sub Bidang FPereéncanaan
Anggaran mempunyai rincian tugas

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bidang Perencanaan Anggaran berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  dan hasil
evaluasi kegiatan tahun scbhelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan  perintah  pimpinan melalui
pengkajian  permasalahan  dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan [Ugas
berjalan efektifl dan efisien;

¢, membagl tugas bawahan scsuai dengan jabatan

4
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dan kompetensinya serta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas

. melaksanakan keoordinasi  dan  konsultast

internal  di lingkungan  Badan  untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelagh dan mengkaji peraturan perundang-
undangan secsual  lingkup tugasnya sebaga:
bahan atau pedoman untuk melaksanakan
kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan penghitungan bagh hasil pajak
dan retribusi  dalam rangka  penyusunan
perencanaan anggaran daerah;

 melaksanakan koordinasi dengan Perangda
pengampil pendapatan dalam ranglka
menetapkan target pendapatan;

menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan
Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial
semua Perangkat Dacrah;

meényiapkan bahan dan menyusun konsep
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anpgaran Sementara (KUA dan PPAS) Peranghat
Daerah beserta perubahannya;

menyiapkan bahan dan menyuasun konsep
Standar Operasional Prosedur (S0P) kegiatan
Sub  Bidang Perencanasn Anggaran  untuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;
melaksanakan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan
Anggaran dengan cara mengukur pencapaian
program kerja vang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut]

. mengevaluasi dan  menilai  prestasi  kerja
bawahan berdasarkan sasaran kerja pcgawal
dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam
rangka peningkatan karir, pemberian
penghargaan dan sanksi

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagal wujud akuntabilitas dan
transparansi peleksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan  baik lisan maupun  tertulis
berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar



(1)

(2]

L&

gerta untuk menghindari penyimpangan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesual
dengan perintah pimpinan,

Paragrafl 2
Sub Bidang Penyusunan Anggaran
Pasal 13

Kepala Sub Bidang Penyusunan  Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 11 ayat (1) huruf
b, mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas
Kepala Bidang Anggaran dalam penyiapan bahan
perumusan  kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
dan fasilitasi kepiatan di bidang penyusunan
BNERATAr,

Untuk melaksangkan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Kepala Sub Bidang Penyusunan
Anggaran mempunyal rincian agas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan
peraturan  perundang-undangan dan  hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui
pengkajian  permasalahan  dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan cfisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinys serta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis  guna
kelancaran pelaksanaan [Ugas;

d. melaksanakan keordinasi dan konsultasi internal
di lingkungan Badan untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji pératuran perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya schagai bahan
atay pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

f menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menviapkan bahan petunjuk penyusunan EKA
dan DPA Perangda, Rancangan APBD dan
Perubahan APBD berdasarkan KUA-PPAS yang
telah ditetapkan,

h. menyusun konscp Nota Kesepakatan keuwangan
APBD, Nota Keuangan RAPBD yang akan
disampaikan dalam rapat DPRD dan bahan
evaluasi Gubernur,
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i, menyiapkan bahan penyusunan, penggandaan,
distribusi dan pengendalian rancangan peraturan
daerah dan keputusan kepala dacrah ientang
APBD;

j, menyusun bahan penctapan anggaran kas;

k. menyiapkan bahan penyusunan konsep surat
keputusan pergescran rincian objek belanja
dalam objek belanja dan rincian objek belanja
dalam jenis belanja;

. menyiapkan bahan koordinasi dari hasil rapat-
rapat pembahasan APBD,;

m, menyiapkan bahan dan menyusun Honsep

Standar Operasional Prosedur (S0P kegiatan Sub
Bidang Anggaran Belanja untuk peningkatan
kualitas pelayanan publil;

n. melaksanakan  pemantiauan  dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Anggaran
Belania dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yvang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut,

o, mengevaluasi dan menilai prestast kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pcgawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan betjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesual
dengan perintah pimpinan.

Begian Keempat
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 14

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
schagaimana dimaksud pada ayat (1), menpunyal
tugas melaksanakan scbagian tugas Kepala Badan
dalam perumusan kehijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan keglatan di bidang
perbendaharaan dan akuntansi.

é
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(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
mempunyail fungsi :

(<)

a.

f.

perumusan  kebijjakan  teknis di  bidang
perbendaharaan dan akuntanss;

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
bidang perbendaharaan dan akuntansi;

pemhinaan, pengawasan, dan pengendalian
kegiatan di hidang perbendaharaan dan
alountansi;

pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang
perbendaharaan dan akuntansi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang perbendaharaan dan akuntansi; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Akuniansi mempunyai rincian
tugas |

=1

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Perbendaharaan dan Akuntansi berdasarkan
peraturan  perundang-undangsn  dan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebclumnya sehagal
pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan  perintah  pimpinan melalui
pengkajian  permasalahan dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tagas
berjalan efektif dan efisien;

membagl tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan
baik secara lisam maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melakeanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik verikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalamm rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan kKegiatan;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai linglup tugasnya sebapal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas wang  berkaitan dengan
penatausahaan keuangan, penerimaan,
pengeluaran kas, dan akuntansi

menyusun petunjuk teknis, pembinaan darn
penvelengparaan  kegiatan di  bidang belanja
daerah dan kas daerah;

&
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melaksanakan, memantau, dan mengendalikan
penerimaan, penyimpanan dan pembayaran alas
rekening kas umum daerah serta mengusahakan
dan mengatur dana yang diperlukan dalam
melaksanakan APBD;

melaksanakan administrasi penerimaan dan
pengeluaran kas, serta memantau pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran AFBD oleh bank
dan atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;

menyimpan uang  daerah, melaksanakan
penempatan uang daerah, dan mengelola dan
atau  menatausahakan  investasi  daerah,
menylapkan pelaksanaan pinjaman  dan
pemberian pinjaman scrta mengelola uiang dan
piutang daerah, serta melakukan penagihan
piutang daerah;

melaksanakan kajian penyeriann modal
pemerintah dacrah terhadap Badan Usaha Milik
Daerah  (BUMD| dengan proses  analisis
pembiayaan dan penempatan  Uang daerah
sebagai optimalisasi
kas;

menyiapkan bahan pengarahan Surat Permintaan
Pembayaran [SPP), register atas Sural Perintah
Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) belanja OPD,

menyiapkan bahan pemantauan dan
pengendalian, pembayaran &Las rekening  kas
umum daerah dan pagu anggaran, menelitl
dokumen SPM, serta mengendalikan dana yang
diperlukan dalam pelaksanaan AFBD;

menyapkan bahan pelaksanaan proscs
penerbitan rancangan dan  Sural Perintah
Pencairan Dana [SP2D), penelitian Daftar Penguji
SP2D, administrasi pengeluaran kas seria
pelaporan dan register realisasi (SP2D};

menyviapkan bahan pelaksanaan pembinaan
bendahara pengeluaran OPL;

menyiapkan bahan penclitian kelenghkapan
dokumen dan penerbitan Surat Ketcrangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan bahan
pembinaan bendahara gaji;

melaksanakan pengendalian dan penerbitan
anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana {SPD]

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan
alcuntansi terhadap setoran pendapatan daerah,
pengeluaran daerah, dan SP2D yang telah diambil
sesiial pembebanan rekening,

menyiapkan bahan bimbingan teknis akuntansi

pada setiap SKPD  serta melaksanakan
pencatatan  alkuntansi  baik manual maupun

4
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dengan aplikasi komputer secara sistematis dan
kronologis mengenai  pendapatan,  belanja,
pembiayaan, serta menyiapkan bahan koordinasi
dan pemantauan pelaksanaan teknis akuntansi
penerimaan, akuntansi belanja, pelaporan, dan
sistem informasi keuangan daerah dan sistem
informasi kecuangan lamnya agar kegiatan
berhasil guna dan berdaya guna;

menyusun bahan laporan berkala, laporan
realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan
operasional, laporan perubahan cquitas, laporan
perubahan saldo angparan lebih dan catatan alas
laporan keuangan dacrah;

menylapkan bahan pengawasan pembukuan
secara  sistematis dan  kronologis  realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan seria
melaksanakan penelitian  terhadap bukt  kas
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpu lary
data SKPD untuk dikonsolidasikan — guna
penyusunar Laporan Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD dan menyiapkan bahan
Laporan Keuangan Daerah kepada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonedia guna
dilakukan pemeriksaan, dan menyiapkan bahan
pengantar Laporan Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD ke DPRD.

menyusun bahan pelaksanaan pemeliharan dan
pengembangan sistem informasi keuangan untuk
menjaga kesinambungannya, dan melaksanakan
pengintegrasian  sistem informasi  keuangan
dengan sistem lainnya;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur [BOP]  kegiatan

Bidang Akuntansi dan Sistem infurmas
Keuangan;

melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntansi dan
Sistern  Informasi  Keuangan dengan  cara
mengukur pencapaian program kerja vang Lclah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tndak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan periiaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

8
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kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

cc., melaksanakan tugas kedinasan lain  sesual
dengan perintah pimpinan.

Pazal 15

Qusunan Organisasi Bidang Perbendaharaan dan
Aluntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, terdir: atas

a. Sub Bidang Penatausahaan Belanja;
b. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

¢. Sub Koordinator Pemegang Kas Dacrab, Dang
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.

Sub Bidang scbagaimana dimaksud pada ayal (1}
huruf & dan huraf b masing-masing dipimpin aleh
seorang Kepala Sub Bidang vang berada dibawah dan
bertanggung jawab  kKepada Kepala  Bidang
Perbendaharazn dan Akuntans:.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui  Kepala Bidang Perbendaharaan  dan
Akuntansi.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayal
(2) mempunyai tugas sebagaimana lercantum dalam
Lampiran [T yang merupakan bagian  udak
terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Paragral 1
SQuh Bidang Penatausahaan Belanja
Pasal 16

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayal (1) huarul
a, mempunyai tugas melaksanakan sehagian tugas
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi den
Qistemn Informasi Keuangan Daerah dalam penyiapan
bahan perumusan, kebijakan tekeis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, [asilitass, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang penatausahaan belanja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Belanja mempunyal rincian (Ugas |

a., menyusun rencana dan program kegmatin Sub
Bidang Belanja berdasarkan peraluran
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perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
LUgAs;

menjabarkan perintah pimpinan melalul
pengkajian  permasalaban  dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
efektif dan efisien;

membagi tugas kepada bawahan scsuai dengan
jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik secara lisan maupun teriulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultas: dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan seria
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menclaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebaga bahan
atau pedoman untuk melaksanakan Kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kepiatan persvaratan  kerja,
kesejahteraan tenaga kerja, norma kerja dan
norma jaminan sosial  tenaga  kerja  guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas:

Menyiapkan bahan pengarahan Surat Permintaan
Pembayaran [SPP), register atas Surat Perintah
Membayvar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan
Dana [SP2D)] belanja OPD;

Menyiapkan bahan pemantauan dan
pengendalian, pembayaran atas rekening kas
umum dacrah dan pagu anggaran, menclitl
dokumen SPM, serta mengendalikan dana vang
diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

Menyiapkan  bahan  pelaksanaan  proscs
penerbitan  rancangan dan  Sural Perintah
Pencairan Dana [SP2D), penclitian Daltar Penguji
SP2D, administrasi pengeluaran kas  seria
pelaporan dan register realisasi {(SP2UJ;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
bendahara pengeluaran Perangkat Dacrah;

Menyiapkan bahan penelitian  kelengkapan
dokumen dan penerbitan Surat Keterangan
Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dan bahan
pembinaan bendahara gaji;

Melaksanakan pengendalian  dan  penerbitan
anggaran kas dan Surat Penycdiaan Dana [SPD);

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub
Bidang Penatausahaan Belanja Lntuk
peningkatan kualitas pelayanan publik;



(1}

(2]

23

n. melaksanakan  pemantauan  dan  evaluas
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan
Belanja dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut:

o, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
bherdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sehbagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar
serta untuk menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain  dan
pimpinan sesuai dengan tugas dan [ungsi unit
kerjanya,

Paragraf 2
Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 17

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1) hurul
b, mempunyai tugas melaksanakan schagian tugas
Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan
Sistem Informasi Keuangan Dacrah dalam penyispan
bahan perumusan, kebijakan teknis,
pengoordinasian, permbinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di  bidang akuntansi dan
pelaporan.,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Alkuntansi dan
Pelaporan mempunyai rincian tugas -

a. menyusun rencana dan program kepiatan Sub
Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  dan hasil
evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan lugas;

b. menjabarkan perinah PHTIRInan melalui
pengkajian  permasalahan  dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan lugas
berjalan efektif dan cfisien;

c. membagi tugas kepada bawahan scsuai dengan
jabatan dan kompetensinya serta memberikan
arahan baik sccara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi internal
di lingkungan Badan untuk mendapatkan

8
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informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menclaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegatan;

menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
peclaksanaan Keglatan;

Menyiapkan bahan penelitian dan pemeriksaan
bukti, evaluasi, koordinasi dan rekonsiliasi, scria
konsolidasi laporan pendapatan, pengeluaran,
serta laporan  keuangan pertanggungjawsban
fungsional,

Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan
akuntansi pendapatan daerah berdasarkan
dokumen yang sah terhadap pendapatan dan
belanja daerah secara sistematis dan kronologis,
melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang
daerah serta penagihan pilutang daerah dan
tuntutan ganti rug keuangan dan barang milik
daerah;

Menyiapkan bahan laporan umpan  balik
pendapatan daerah berdasarkan rekapitulas
penerimaan sebagat laporan kepada Perangda
pengelola pendapatan dan instans terkait,

Menyusun bahan  pelaksanaan  peoncatatan
akuntansi baik manual maupun dengan
komputcrisasi secara sistemnatis dan kronologs
mengenal belanja daerah;

menyusun bahan pengumpulan laporan Berila
Acara Pemeriksaan kas setiap triwulan, dan
pelaksanaan  pengelolaan  penyertaan  modal
pemerintah daerah;

membuat laporan konsolidas: dana-dana non
APBD sesuai ketentuan yang berlaku;

meneliti laporan pertanggungiawaban Pendapatan
Fungsional Bendahara Penerimaan dan Belanja
Fungsional Bendahara Pengeluaran:

meclaksanakan pembingan dan atau bimbingan
teknis kepada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pencrimaan  terkait  penyusurnan
laporan keuangan;,

melaksanakan pengumpulan data scbagai bahan
konsalidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan
BUMD secara berkala guna penyusunan laporan
realisasi anggaran, ncraca, arus kas, Laporan
operasional, laporan perubahan ckuitas, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, dan catalan atas
laporan keuangan dacrah;

0
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p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub
Bidang Akuntansi dan  Pelaporan  untuk
peningkatan kualitas pelayanan pubiik;

q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawanhan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. melaksanakan pemantauan  dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untux bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;

5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesua
dengan perintah pimpinan,

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Aset Dacrah
Pasal 18

Bidang Pengelolaan Aset  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat [1] hurul e, dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyal
tugas melaksanakan sebagian fugas Kepala Badan
dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
dan fasilitasi kegiatan di bidang asct daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Craerah

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang bidang
pengelolaan aset daerah;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan  Kegiatan di
bidang pengelolaan aset daerah;

¢. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ascl
daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pengelolaan aset daerah; dan
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pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Badan,

(4| Untuk melaksanakan tugas dan ungsi sebagalmana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3), Kepala Bidang
Pengelolaan Aset Daerah mempunyai rincian tugas:

f.

menyusun rencana dan program kepigtan Bidang
Pengelolaan Aset Dacrah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hastl evaluasi kegialan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tLURAS;

. menjabarkan perintah pimpinan melalul pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan elfektil dan efisien;

. membagi tugas bawahan scsuai dengan jabatan dan

kompetensinya serta memberikan arahan  baik
secara lisan maupun tertulis guna kclancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultas) intermal di

lingkungan Badan untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;

. menclaah dan mengkaji  peraturan  perundang

undangan sesuai lingkup tugasnya sehagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegatan;

menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan
naskah dinas vang berkaitan dengan kcgatan
pengelolaan asct daerah;

membina dan mengarahkan  penyelenggaraan

kegiatan di bidang perencanaan kebutuhan,
PCREANgEAaTan, penggunaan, penatausahasn,
pCcngamanan, penilaian, pemanfaatan,
pernindahtanganan, dan penghapusan asct,

_mengoordinasikan pelaksanaan tekms bidang

perencanaan kebutuhan, ponganggaran,
penggunaan, penatausahaan, pengamanan
penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan
penghapusan aset apar kegiatan dapat berdaya
guna dan berhasil guna;

. menyusun rencanaan kebutuhan dan pemeliharaan,

penghapusan, pemaniaatan, pemindahlanganan,
pengamanan dan  pengendalian, penyimpanan,
penyaluran, perawatan aset;

. memantau dan mengendalikan kegiatan di bidang

percncanaan kebutuhan, PETIEANEEHETHIT,
pongEUnaan, penatausahaan,
pengamanan,penilaian, pemanflaatan,

pemindahtanganan, dan penghapusan aset,

.mengpordinasikan  peayusunan  bahan  dalam

rangka proses penvusunan analisis standar biaya;

é
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. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP} kegiatan Bidang
Pengelolaan Aset Daerah;

m. melaksanakan pecmantauan dan cvaluasi

pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Ascl
Daerah cara mengukur pencapaian program kerja
yvang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahian
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sankst;

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

g, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah pimpinan,

Pasal 19
Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Aset Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1| hurul «,
terdin atas ;

a. 8ub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan
Penilaian;

b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan
Penghapusan;

c. Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhat,
Penganggaran, dan Penggunaan,

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Asget daerah.

3ub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Kepala Bidang Pengelolaan Asct Dacrah

Sub koordinator schagrimana dimaksud pada ayat [Z]
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini,
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Paragraf 1

Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Pentlatan

(1)

(2)

Paszal 20

Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tupas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis,
penpoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan [fasilitasi kegiatan di
bidang penatausahaan, pengamanan, dan penilaian
asct,

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud
pada ayat {1), Kepala 3ub Bidang Penatausahaan,
Pengamanan, dan Penilaian mempunyai rincian tugas:

A, menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan
Penilaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil cvaluasi kegiaian 1ahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b, menjabarkan  perintah pimpinan melalui
pengkajan permasalahan  dan poraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien,

¢. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan kKoordinasi dan konsultas: internal
di lingkungan Badan untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harmonisas) pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tekms,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnyva guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

1 menyiapkan  bahan  pelaksanaan kegiatan
B
pendaftaran, pencatatan, dan pelaporan - aseét
daerah;

h. menviapkan bahan pelaksanaan sensus Aasel
sekali dalam 5 (lima) tahun;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi
dan laporan inventarisasi aset;

j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan,
penilaian, pengawasan, dan pengendalian asc
daerah; {ﬁ
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k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan
penyaluran aset daerah;

|,  menyiapkan bahan dan menyusun kKonscp
Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub
Bidang  Penatausghaan, Pengamanan, dan
Penilaian untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik;

m., melaksanakan  pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang
Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian
dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak tanjut;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kepiatan berjalan lancar serla untuk
menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanalkan tugas kedinasan lain sesuai
dengan perintah pimpinan.

Paragrafl 2

Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan

Pasal 21

Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) hurul b, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang  Pengelolaan Ascl
Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan
bidang  pemanfaatan, pemindahtanganan dan
penghapusan aset,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemanfaatan,
Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunysi
rincian tupas |

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan
Penghapusan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugns,

5
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menjabarkan  perinieh pimpinan metahn
pengkajian  permasalahan dan  peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan lugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya secrta memberikan arahan
baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas,

melaksanakan koordinasi dan konsultas) internal
di lingkungan Badan untuk mendapatkan
informasi, masukan, secrla dalam ranghka
sinkronisasi dan harmonisas: pelaksanaan tugas;

menclaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedorman untuk melaksanakan keglatan:

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuas
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

menyiapakan bahan pelaksanaan dan memproses
pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan cara
sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanlaatan
(KSP), Bangun Guna Berah [BSG) atau Bangun
Scrah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyedian
Infrastruktur (KSP1);

menyiapkan bahan dan melaksanakan persewaan
tanah dan atau bangunan milik dacrah scria
mengadakan inventarisasi, evaluasi dan
pelelangan tanah sawah eks bengkok dan eks
bondo desa;

menyiapkan bahan pelaksanaan dan memproses
pemindahtanganan Barang Milik Dacrah dengan
cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau
penyertaan modal pemerintah daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan dan memproses
penghapusan dan pemusnahan aset daerah;

menyiapkan hahan dan menyusun konscp
Standar Operasional Prosedur (SOP) keglatan Sub
Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan
Penghapusan untuk peningkatan  kualitas
pelayanan publik;

melaksanakan  pemantavan dan cvaluas
pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemanlaatan,
Pemindahtanganan, dan Penghapusan dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang
telah disusun untuk bahan laporan  dan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawa) dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka perningkalan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

b
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n.  menyusun laperan pelaksanaan kegiatan kepada

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kejian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain  sesuai

dengan perintah pimpinan

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesalu
Lmum

Pasal 22

(1} Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan

(2)

(3

(4

Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan
mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional vang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu sesual peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan cli
bawah dan bertanggung jawab secara langsung
kepada Kepala Badan, Sckretaris dan Kepala Bidang
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
fungsi dan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdin dan sejumlah
Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian.

Jumlah, jenis, dan jenjang .Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkar hasil analisis jabatan dan analisis

beban kenja.

(5] Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan

(5

(1]

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada aval (1] dilakukan
sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 23

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan  keterampilan
tertentu.

3
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(2] Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tupas tambahan secbagai Sub Keordinator
vang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
bekerja secara individu dan fatau tim kerja.

Paszal 24

(1) Pejabat Funpsional melaksanakan [ungsi dan tugasnya
sccara individu dan/atau berkelompok.

{2} Pelaksanaan fungsi dan tugas sccara berkelompok
sehagaimana dimaksud pada  ayat (1) dengan
membentuk Tim Kerja.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat
Daerah tersebut atau dan luar Perangkat Daerah,

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berasal dari unit arganisasi pemibik kinerja.

(5) Pembentukan Tim Kerja scbagaimana dimaksud pada
ayal (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Dacrah.

Pasal 25

(1) Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi
dan tugasnya secara langsung kepada pimpinan uni
organisasi.

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BARB VI
TATA KERJA

Pazal 26
(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnyd

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan.

{2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unil
organisasi dan kelempok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi  dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah  dacrah serta instansi lain  di luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing
MAasing.

(3} Setiap pimpinan unil organisasi wajib mengawas
bawahannya masing-masing,

6
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[4) Dalam  hal  setelah dilakukan pPENEaWasan
sebagaimana dimaksud pada avat (3] terpac
penyimpangan, pimpinan unit organisasi mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

(5] Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan scrta petunjuk
hagi pelaksanaan tugas hawahannya,

(6] Setizp pimpinan unit organisas wajib mengikut dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan
berkala tcpat pada waktunya.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sehagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut seria untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

{8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan,
wajib menvampaikan tembusan kepada uni
organisasi lain yang sccara fungsienal YLETTI PLIT Y 1
hubungan kerja.

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiaian, sctiap
pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib
mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinatar
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

(2] Sub koordinater sebagaimana dimaksud pada aval
(1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada
pejabat fungsional yang ditunjuk,

(3] Tugas sub koordinator adalah membantu Sckretaris
dan Kepala Bidang dalam menyusun perencanan,
pelaksanaan dan pengendaban, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada umit kerjanya
sesuai linglkup tugas dan fungsinva.

(4} Pada pcjabat pengawas yang tidak disetarakan, maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit  kerja
masing-masing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

Jenjang  jabatan dan kepangkatan serta  susunan
kepegawaian  diatur  sesuai ketentuan o poraturan
perundang-undangan. {5
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Pasal 20

Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang.
Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan
Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan
diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

Fasal 30

(1) Badan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
vang diperinci per 1 [(satu}l tahun berdasarkan
prioritas kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat
Fungsional.

(2) Sub Koordinator schagaimana dimaksud pada ayal
(1}, ditunjuk  olch Kepala Badan dengan
mendayagunakan Pejabat Fungsional sesual dengan
kompetensi yang bersangkutan.

(3) Penunjukan Sub Keordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Badan.

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator,
Kepala Badan menunjuk Sub  Koordinator vang
diutamakan berasal dari Pejabat Fungsional i
lingkungan kerjanya,

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Badan tidak terdapa
pejabat fungsional, maka Kepala Badan menunjuk
Pelaksana Senior sebagai  Sub  Koordinator
herdasarkan kompetensi vang dibutuhkan

(3) Dalam hal Kepala Badan akan menunjuk  Sub
Koordinator vang berasal dam luar lingkungan
kerjanya, maka Kepala Badan mengusulkan kepads
Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yeng
menangani kepegawaian.
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(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapal
persetujuan dari Sekretaris Dacrah.

Pasal 33

Periunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disamping memperhatikan
kesesuatan  bidang  tugas  dan fungsinva  uga
mempertimbangkan persyaratan administras:,
kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinera.
pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serla
persyaratan obyektifl lainnya.

Pasal 34

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Badan.

Pasal 35

(1) Badan dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daecrah {UPTD) berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin olch kepala vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan,

(3) Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta lata kerja
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Paszal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

a. Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Sub
Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati Kendal
Momor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pacs
Badan Kecuangan Dacrah Kabupaten Kendal tetap
melaksanakan tugasnysa sampai difakukan
penunjukan Sub Koordinator kembali berdasarkan
Peraturan Bupalti ini;

b. Pejabat Struktural vang ada tetap melaksanakan
tugasnya sampai dilakukan pelantikan  Pejabal
Struktural berdasarkan Peraturan Bupali ini;

c. Pelaksana di bawah Pejabat Fungsional yang ditunjuk
schagai Sub Koordinator, tetap melaksanakan
tugasnva di bawah Pejabat Fungsional tersebut

g
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sampai dilakukan pelantikan vang bersanghkutan
sebagai Pejabat Fungsional; dan

d. Pelaksana i bawah Pejabat Pengawas oap
melaksanakan tugasnyva di bawah Pejabal Pengawas
yang bersangkutan sampai dilantiknya Pecjabat
Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pads saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
ketentuan vang mengatur mengenai  Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kega
terkait bidang pengelolaan keuangan dan  asel
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal [Berita
Dacrah HKabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 70|
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten kendal.

Ditetapkan di kendai
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 100
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LAMPIRAN TI1

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSLUNAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSE,
SERTA TATA KERJA PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN AN
ASET DAERAH KABLUPATEN
KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANCGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL

Qekretariat .

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyal IUgas |

a.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang.
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sCBLUal
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah atasan mclalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tupas
berjalan efektif dan efisicn;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lerkail
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan inlormasi,
masukan. serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsual
lingkup tugasnya scbagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menghimpun dan meneliti bahan perencapaan dan usulan
program kegiatan dari masing-masing scksi, subbapian dan
UPTD sesual denpgan ketentuan yveng berlaku guna menghindarn
kesalahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kematan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA] seria
perubahan anggaran scsual keteniuan dan plafon anggaran yvang
ditetapkan,

menviapkan bahan dan  menyusun  kKonscp Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah (RPJMD}), Rencansa
Strategis [Rensira), Rencana Kerja {Renja), Indikator kinerja
Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PR] dan jenis dokumen
perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (S0P sub
koordinator Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan

8
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mendokumentasi SOP vang disusun oleh masing-masing unl
kerja;

menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjul hasil
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang
undangan;

menghimpun dan meneliti  lapaoran pertkembangan  tingkal
realisasi pelaksanaan kegiatan darn masing-masing unit kerja
scbagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Opcrasional
Kegiatan (POK),

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Kelerangan
Pertanggungjawaban Bupati [LKPJ), Laporan Kinerja Insians
Pemerintah  [LKjIP|, Evaluasi Kinera Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [SPIP} dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendahan, dan
pemberian bimbingan di bidang sistcm informasi Badan;

menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan,

menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di
lingkungan Sekretariat dan Bidang sesual dengan prosedur dan
ketentuan vang berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi
keuangan melalui aplikasi sistemn informasi untuk pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan,

menyiapkan bahan pembinaan, gosiglisasi, dan bimbingan tekms
di bidang kecuangan kepada pejabal pengelola keuwangan dan
bendahara di lingkungan Badan;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisas
belanja dengan rencana pembiayaan yang  ditetapkan
sebelumnya;

melaksanakan verifikasi terhadap herkas/ dokumen
pertanggungjawaban  keuangan pelaksanaan kegiatan  gUnd
menghindar kesalahan Brrle memberikan koreks

penyempuriasan,

menviapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungawaban
keuangan Badan serta jemis pelaporan keuangan lainnya;

menyusun laporan pelaksanaan kepiatan kepada pimpinan
sebagai  wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan bask
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan
kepiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan:
dan

melaksanakan tugas Kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.
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Bidang Anggaran

Sub Keordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran
mempunyal tugas :

a. menvusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator
Analisis  Kebijakan dan Evaluasi Anggaran bBerdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluast kegatan
talun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan crintah impinan melaiui penpkajian
J P mmp Rl
permasalahan dan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektf dan efisien;

c. melaksanakan keordinasi dan konsultasi internal di hngkungan
Badan untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnyva gunad
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

f. menyiapkan bahan perencanaan dan fasilitasi penelitian Rencana
Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran [DPPA) Perangda;

g menyiapkan kegiatan penunjang dan bahan rapat Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah (TAPD);

h. menyiapkan bahan kegiatan penjagaan dan pengamanan Seria
pengintegrasian sistem informasi keuangan daerah dengan
sistem informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,

i, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan
Evaluasi Anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegatan

Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi  pelaksanaan
kegiatan

|, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penvimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain sesual dengan perintah
pimpinarn.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan

Dana Transfer Lainnya mempunyai tugas :

a, menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator
Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

0
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evaluasi kegiatan tahun  sebelumnya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan = agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan cfisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi internal di hingkungan
Badan untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesLad
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas scsual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

menyiapkan bahan penelitian dokumen bukti penerimaan uang
daerah dengan pembebanan rekening kas umum daerah dan
menyusun anggaran kas,

menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan dan
pengadministrasian penerimaan dan pengcluaran kas dacrah
yang berupa kas dan yang setara dengan kas dalam bentuk buku
kas, pemeriksaan, analisis dan evaluasi bukt penerimaan kas,
serta penyusunan dan penycdiaan laporan penerimaan  dan
pengeluaran kas dan aliran kas secara perindik;

menyiapkan bahan koordinasi penerimaan kas dengan lembaga
dan instansi terkait untuk penyusunan posisi kas dan
pelaksanaan analisis penempatan uang daerah melalui invesiasi
jangka pendek, pemberian pinjaman, pengadministrasian
pemungutan, pemotongan dan pelaporan pungulan pihak ketiga,
usaha dan mengatur dana guna pelaksanaan  APBD,
penyimpanan uang daerah;

menyiapkan bahan  rancangan Kepulusan Bupati dan
pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya terhadap rekening
kas umum daerah, rekening penerimaan dan pengeluaran SKPLD,
serta menyimpan seluruh  bukti  asli kepemilikan  kekavaan
deerah di luar aset tetap dan aset tidak berwujud;

menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan  uUEng
daerah, mengelola dan atau menatausahakan investasi daerah,
menyiapkan pelaksanaan pinjaman, pemberian  pinjaman dan
mengelola utang dan piutang daerah, serts melakukan penagihan
piutang dacrah;

melaksanakan kajian penyertaan modal pemerintah  dacrah
terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan proscs

analisis pembiayaan dan penempatan uang dacrah sebagal
optimalisasi kas;

menyusun konsep laporan realisasi pelaksanaan kegialan vang
dibiayai DAK ke Kementerian Keuangan,

. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah penerima DAK dan dana pusat lainnya;

menyvusun konsep pengajuan dan laporan dana bagi hasil
provinsi kepada Gubernur, 6
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menylapkan dokumen pembayaran dan  transler  dana
perimbangan sampai pada kas umum dacrah;

menyiapkan dekumen pengajuan dan bukti penerimaan atas
beban pencairan bantuan provinsi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah,
Dana Perimbangan dan Dana Transfer untuk peningkalan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantausn dan evaluasi pelaksanaan kegialan
Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan
Dana Transler dengan cara mengukur pencapaian program Kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan  kegiatan kepada pimpinan
schagai wujud akuntabilitas dan lransparansi pelaksanasn
kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun teriulis berdasarkan kajian agar kepiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain sesuar dengan perintah
pimpinan

Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, den
Penggunaan mempunyai tugas -

.

-

menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator
Perencanaan Kebutuhan, Pengganggarsn, dan  Penggunasn
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan lugas;
menjabarkan perintah pimpinan melahai penglkajian
permasalahan dan  peraturan perundang-undangan  agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan kensultasi internal di lingkungan
Badan untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisas: pelaksanann ugas,
menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan SESLIA
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petanjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas scsuai lingkup tugasnys gund
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan menyiapkan bahan
penyusunan daftar kebutuhan aset;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan barang skala daerah;
menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan menyiapkan bahan
penyusunan penctapan status penggunaan ascl daerah;



44

i, menyiapkan bahan keputusan kepala daerah  tenlang
standarizsasi harga barang di lingkungan Pemernntah Kabupaten
kendal;

i, menyusun bahan dalam rangka proses penyusunan Analisis
Standar Biava;

k. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Standar Qpcrasional
Prosedur (SOP}) kegiatan Sub  Koordinator Perencanaan
Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan
Penggunaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan kehijakan tindak
lanjut;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan
sebagai wujud akuntiabilitas dan transparansi pelaksanasn
kegiatan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindarn penyimpangan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain sesual dengan perintah
pimpinan,

BUPATI KENDAL,
Cap tid
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